
 

 
 

 
PERNYATAAN SOAL KETENTUAN CAWAPRES 

 
Jakarta, 14 September 2022–Berkenaan dengan pemberitaan di media massa mengenai isu Presiden 

yang telah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden sebagaimana 

disampaikan Fajar Laksono, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, yang sekaligus menjalankan fungsi kejurubicaraan, perlu 

disampaikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan 

dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI; 

2. Pernyataan tersebut merupakan respon jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada 

saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, 

apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu; 

3. Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta 

menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Oleh karena 

itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik 

bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chat WA, atau sambungan telepon, guna 

mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, 

pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan 

pemberitaan; 

4. Sehubungan dengan itu, pada saat menjawab chat WA dimaksud, tidak terlalu diperhatikan bahwa 

jawaban tersebut dimaksudkan untuk tujuan pemberitaan, sehingga jawaban disampaikan secara 

spontan, singkat, informal, dan bersifat normatif. 

Demikian disampaikan  untuk dapat diketahui dan dipahami sebagaimana mestinya oleh semua pihak.  

(HUMAS MK) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar.  Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia. Telepon: 08121017130  

 

http://www.mkri.id/

